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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyampaian laporan keuangan bendahara umum
negara investasi pemerintah tingkat wunit akuntansi
kuasa pengguna anggaran pada Kementerian Badan
Usaha Milik Negara yang digunakan untuk penyusunan
laporan keuangan pemerintah pusat telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.06/2015
tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara
Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian
Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan
pemerintah pusat yang lebih kredibel dan untuk
meningkatkan efektivitas penyampaian laporan keuangan
bendahara umum negara investasi pemerintah tingkat
unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, perlu
mengatur kembali penyampaian laporan keuangan

bendahara umum negara investasi pemerintah tingkat
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Mengingat

unit akuntansi kuasa pengguna anggaran pada
Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi
Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1785);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1816)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2157);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA
INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disebut LK Konsolidasian BUN
adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan
keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan
Bendahara Umum Negara.

2. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi
Pemerintah yang selanjutnya disebut LK BUN Investasi
Pemerintah adalah laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pengelolaan investasi
pemerintah pusat selama satu periode.

3. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara
Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat UAP
BUN Investasi Pemerintah adalah unit akuntansi pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan yang melakukan koordinasi, pembinaan atas
akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penggabungan
laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan
keuangan di bawahnya.

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN
adalah unit akuntansi pada Kementerian Badan Usaha

Milik Negara yang melakukan kegiatan akuntansi dan
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(1)

(2)

(1)

(2)

pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup
Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah.
Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara.

Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang selanjutnya
disingkat LKPN adalah laporan keuangan yang dibuat
oleh direksi Perusahaan Negara sebagai bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Perusahaan
Negara selama satu periode.

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang
selanjutnya disebut Ikhtisar LKPN adalah hasil
pengikhtisaran semua laporan keuangan Perusahaan

Negara.

Bagian Kedua

Prinsip Pelaporan Berjenjang

Pasal 2

LK BUN Investasi Pemerintah disampaikan secara
berjenjang untuk penyusunan LK Konsolidasian BUN.

Pelaporan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian LK BUN
Investasi Pemerintah dari UAKPA BUN kepada UAP BUN

Investasi Pemerintah.

BAB II
PENYUSUNAN LK BUN INVESTASI PEMERINTAH
TINGKAT UAKPA BUN

Pasal 3
LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN terkait
kepemilikan negara pada Perusahaan Negara yang berada
di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara disusun oleh UAKPA BUN.
LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)
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Laporan Realisasi Anggaran;

o P

Neraca;

c. Laporan Operasional,

d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri

dengan Ikhtisar LKPN dan LKPN.

Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas:

a. Ikhtisar LKPN - Posisi Keuangan;

b. Ikhtisar LKPN — Laba Rugi; dan

c. Ikhtisar LKPN — Mutasi Lain-lain.

Bentuk dan tata cara penyusunan LK BUN Investasi

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berpedoman pada:

a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
penyusunan dan penyampaian LK BUN; dan

b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan investasi

pemerintah.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b menyajikan nilai kepemilikan negara pada
Perusahaan Negara sebesar total nilai kepemilikan negara
yang tercantum pada Ikhtisar LKPN — Posisi Keuangan.
Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) disusun oleh UAKPA BUN berdasarkan LKPN yang
disajikan oleh Perusahaan Negara.

Bentuk dan isi dari Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format yang
tercantum dalam Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.



